BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, hampir seluruh aspek
kehidupan mengalami proses dlgltallsam. tﬂnﬂui:mm masyarakat berinteraksi dengan
layanan publik. Kondisf ini menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan yang cepat,
efisien, dan mudah diwkses ﬁww teknologi h:fnrmusl Salah =atu sektor
pelavanan. pdﬂg'.mg dituntut beradaptast adalah pelayanan uimmﬂmm kependudukan
(adminduk), karena dokumen kependudukan seperti KTF, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran
mﬂﬁﬂh‘. kebutuhan dosar untuk mengakses layvanon Ihh tqmﬂ pendidikan, kesehatan.

banlmmhmgga pekerjaan,
Menurut Y. A. Hasibusn. Smaga. and Adam (2022) administrasi kependudukan
dipahimi sebagai rangkaian kegintan yang mencakup penataan dan penertiban dalam
proses penerbitan dokumen sertn datn kependudukan. Kegiatan tersebut meliputi
pmd:llnmu pendudnk. pencataton  sipil.  pengelolaan  informasi . sdministrasi
mﬂukﬁh#ﬂa pemanfaatan dats yang dihasilkan untuk mendukung pelayanan
publik dan berbagai sektor pembangunan lainnya. Namun, di Indonesia berbagai persoalan
masih kerap mewamai pelayanan administrasi kependudukan, seperti antrean yang
panjang, waktu penyelesaian layanan vang relatif lama, serta keterbatasan jam operasional
yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Permasalshan terschut juga
tercermin pada kondisi di daerah, termasuk di Dinas Dukeapil Kabupaten Cilacap, dimana
ditemukan beberapa kendala seperti rﬁpm#mﬁﬁng terlambat, proses tindak

lanjut yang tidak jelas, hingga hambatan teknis yang menyebabkan sebagian permohonan
tidak dapat diproses melalui sistem daring. Bahkan, terdapat situasi ketika masvarakat yang

telah mengajukan permohonan secara online tidak memperoleh respons, sehingge mereka
datang ke kantor, namun kemudian tetap diarshkan kembali untuk menggunakan layanan
daring tersebut.



Menurut Lesmana (2024) pelayanan publik vang masih dilakukan secara
konvensional berpotensi menurunkan aktivitas dan produktivitas masyarakat, karena
waktu tunggu yang panjong bahkan dapat mencapai satu hingga dua jam terulama bagi
warga yang tinggal jauh dari lokasi layanan. Kondisi tersebut tidok hanyn menghambat
efektivitas pelayanon, tetapi jugs berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat
terhadap kualitas layanan vang diberikan.

Berbagai permasalahan tersebut mendorong urgensi penerapan e-government
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mm Lesmana (2024) implementasi e-
government memiliki w;\-‘mﬂm&ﬂﬁﬂ beberapa clemen yang saling berkaitan,
yakni sistem, mfm:mm, m serta. mekanisme umpan balik. Penerapan e-
government dibangun m eterpaduan elemen- ﬂﬁmnmhu!.m&ﬂpggn birokrasi dapal
hewpm ‘e fadut mei:mknﬂ ymg terstruktur, penjmm mfurm.im secara danng,
| layanan publik ‘berbasis digital, serta Fasm pora
system yang dapat diakses melalui situs resmi (Lesmana ID.TA-}. Smum i, menurut
Tryanti and Frinaldi (2019) e-government hadir sehagai jawaban atas kelemahan bhirokrasi

manualyang cenderung berjalan fambat, tidak efisien. dan rawan terjadi mala administrosi.
Dalam Wﬂn pelayanan kependudukan, pemerintah menerapkan e-government
schagmi umm[ﬂmm teknolog informasi untuk m.:,'ﬁ.’crhanahupmses kena
dan meningkatkan mutu pelayanan (Trvunts and Frinaldi 2009). Oleh karena itu, penerapan
e-govemment menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalshan
pela}fm tmvmmml melalui pmfﬂ.ulan teknalogi yang mw meningkatkan
efektivitns, ﬂﬁﬂm uh*mmﬂﬂim !uml:msn dalom memberikan ]ayanau administrasi
knpﬂndu&#m___ pada

Secara reguiatif kewaltbun pmyn!mggm layanan berbasis elektronik telah
memiliki landasan hukum yang kuat mw peraturan nasional. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap instansi
pemenintah wajib  menyediakan layanan yang mudah diskses, transparan, serta
memanfantkan kemajuan teknologi informasi (BPK 2000}, Komitmen tersebut kemudian
diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintohan
Berbasis Elekironik (SPBE), yang menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi
pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemenntahan berbasis digital secar lerintegrasi.
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efektif, dan berkelanjutan (Pemenntsh Pusat 20018), Dalam mansh odministrasi
kependudukan, pengaturan yang lebih spesifik ditetapkan melalel Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013, Regulasi ini menyatakan bahwa pelayanan adminduk harus dilakukan
dengan prinsip cepat, tepal, akurat, dan mudsh dijangkan oleh selurmh penduduk tanpa
diskriminasi (Pemerinah Pusat 2013). Permendagri Nomor T Tehun 2019 secara eksplisit
mengamanatkan penggunaan sistem elekironik dalam penyelenggarann layanan adminduk.
Melalui pemanfaatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), pemerintah
daerh diwajibkan menyediakan layanan mr.h‘mg agar pengurusan dokumen dapat
berlangsung lebih efisien. tronsparan, don memiliki jangkatian yang lebih loas (Pemerintah
Pusat 2019), " il ;

Meskipun berbagai regulasi telah menetapkan kewajiban tmnsformasi digital.
implementasinya di lupmgannm& memmbulkan keraguan Wﬁﬁ'sejﬂuh mana amanat
terﬂuthmm\hem l.eﬂakm Fakta di berbagai daerah m&‘hﬂ bahwa pelayanan
adminduk berbasis digital belum berjalan sacara optimal. Salah satu penclition yang
relevan oleh Gapri dkk menujukkan implementasi SIAK di Kabupaten Kolaka Timur
masih menghadapi sejumlah hambatan yang membunt pelayanan adminduk berbasis
cﬁgiml bdnmhwgﬂhn optimal. Kondist i terlihat dari kemampuan teknis sumber daya
mianysis vang belum merata, sosialisasi kebijakan yang belum sepenahnya dipahami
masylrﬂnL-ﬁﬁ.-keterbatnsan sarang dan prasarana pendukung seperti janingan internet
dan pemmgkat komputer (Gapri, Razak, and Asraf 2025), E

Muninpmlbm terdahuly pada jurnal Efektivitas Permendagri Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pﬁl}!m Administrasi Kependudukan Secars Daring (Studi di

isdukcapil Koia Magelang), ditemukan bahwa pelayanan dokumen kependudukan daring
belumn berjalan efektif. Beberupa kendala yang muncsl meliputi keterlambatan penerbitan

dokumen oleh pegawai, gauggﬂl_m_pﬁﬁ ﬁtnm: 'ﬂl-lt m pendukung, serta rendahnya
kesadaran masvarokat vang masih mengangesp layanan daring tidak secepal layanan
manual (Chrismonita et al. 20205

Berdasarkan dusa penelitian terdahulu tersebutl, dapat dilihat bahwa folus kajion
lebih banyak diarahkan pada aspek teknis seperti efektivitas sistem, hambatan infrastruktur,
dun kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan berbasis digital. Namun,
ksjian mengenai responsivitas pelavanan ferutama terkail ketersediaan dan kesiapan



petugas dalam membantu pengguna layanan, perhatian dan ketelitian dalam membantu
pengguna layanan, serla kecepatan dalam merespons dan memberikan pelayanan belum
dibahas secara mendalam.

Berdasarkan temuan practice gap dan research gap lersebui. kajian mengenai
responsivitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-govermnment menjodi
penting untuk dilakukan, karena keberhasilan implementasi e-government tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan sistem teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam
merespons kebutuhan masyarakat secau.upd,tﬂ]m, dan cermat. Rendahnya respons
petugas, keterlambatan tindak lanjil, serta ketidakjelasan proses pelavanan berpotensi
menghambat pemenuhan hnkihﬂtmnymm dokumen kependudukan yang menjadi
prasyarat akses berbagni layanan publik. Dalam mengonahisis fingkat responsivitas
tersebuit, penelitinn ini mﬁm liga aspek mpmﬁvhus menurut A Zeithaml,
Parasuraman, und Berry ( lﬁﬂi yang meliputi: 1). Ketersediaan dan Kesiapan dalam
Membﬂnmlih'ﬂ;una Lavanan. 2). Perhatian dan Ketefitian dalam Memberikan Pelayanan,
3). Kecepatan dalam Merespons dan Memberikon Pelayanan. Oleh karena itu, kajian
mengensii fesponsivitas pelayanan sdministrasi kependudukan berbasis digital diperlukan
uﬁﬁk n'mikisujmh_mm pelayanan yang dibertkan telah berjalan cepat, t@.:ﬂm cermat
sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini penting sebagai dasar
evaluasi penvelenggaraan e-government di tingkat dsersh, sekaliges memberikan
rekomendasi perbaikan pelayanan agar lebih Efekﬁﬂ:m_m-ﬁﬁﬁemasi pada
kebutuhan masyarmkat.

1.2 Rumusan Masalah
|. Bagaimana responsivitas Dinas Kependudukan don Pencatatan Sipil Cilacap dalam
memberikan pelayanan mmwﬁ e-government?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat responsivitas pelayanan
administrasi kependudukan berbasis e-government di Dinas Dukeapil Cilacap?
1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada onalisis responsivitas pelayanan  administrasi
kependudukan berbasis e-povernment pada website Dolan Teluk Penyu di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Fokus penelitian mencakup tiga
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aspek responsivitas, yaitu: (1) ketersedisan dan kesiapan petugas dalam membantu
pengguna layanan (availability and readiness of emploveses to assist users), (2) perhatian
dan ketelitian dalam memberikan pelayanan {aitemtive manner and precision in service
defivery), dan (3) kecepatan dalam merespons dan memberikan pelayanan (speed of
response and promprt service). Penelitian juga membatasi analisis pada identifikasi faktor
pendukung dan penghambat yang memengaruhi responsivitas layanan administrasi
kependudukan daring. Penelitian ini tidak anembahas aspek lain dari layanan e-
government, seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, atau interoperabilitas sistem.
1.4 Tujuan P‘c-nﬂllitll

Dalam rangka menjawab numusan masalah yang sudah dijelaskan. maka tujuan
dari penelitian i1 adalah:

1" Menganalisis lingkat responsivitas pelayanan sdministrasi kepe
government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilxlhgﬂui. Cilacap
hﬂm tiga aspek responsivitas.

2 Mengidentifikasi faktor-fukior yang pendukung dan penghambat responsivit
Pe kli‘ﬁxmhninhmj kependudukan berbas e-government di Diuﬁsﬁﬁkgnpil
.m{ucnﬁ;

1.5 Manfaat Penifitian
Manfist Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
administrasi Mﬂhwmhﬂm mmmpousmtus pelayanan publik
di em dngtnl Temuan penelitian i dapat memperkaya literatur empiris tentang
implementasi inovasi digital pada Wnﬁnﬂﬂ# kependudukan daerh, serta
memberikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya vang mengkaji isu serupa di
konteks instansi atsu wilayah yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini turnn
mempertuas  pemohaman  akademik mengenai efektivitas layanan berbasis e-
government dalam meningkotkan kualitas pelayanan publik.



e

Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dihsrapkan dapat menjadi mosukan bagi Pemerintah
Kahupaten Cilacap, khususnya Dinos Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam
meningkatkon  responsivitas pelayanan sdministrasi kependudukan berbasis e-
government. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi
untuk memperbaiki mekanisme layanan daring, meningkatkan responsivitas aparatur,
serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itw. penelitian
ini juga bermanfaat bagi masyarikal sebagni pengguna layanan, karena dapat
mendorong terciptanya lsyanan yang lebih cepat. transparan. dan mudah diakses
1.6 Sistematika Penulisan
BAB1PENDAHULUAN.
Bab ini bensi uraisn mengenai latar belaknng masalah yang menjadi dasar
dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang dirmmuskan berdasarkan fenomena yang
ditemukan di ltp.nn:m, sertn batasan masalah untok memperjelas ﬂu;mﬂﬁﬂun
tidak melebar. Selain itu, bab ini Juga memual wjnan penelitian, manfaat pmuirlmn baik
secarn Imﬁﬂimmn praktis, serta sistematika penulisan vang menjelaskan gambaran
urnum isi setiap bab dalam skripsi.
BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Bensi studi literatur dari penelitian terdahulu mg:dum serta dasar teori yang
digunakan sebagai landasan untuk menganalisis responsivitas pelsyanan dan layanan
administrasi kependudukan berbasis digital

BAB 11l METODE PENELITIAN

Berisi objek pene!ﬂ:im gmg mm?hﬂm fokus dan lokasi penelitian, olur
penelitian yang menggﬂmhm‘knn tohapan proses pem:l:tla.n dar awal hingga akhir, serta

alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung pengumpulan dan analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN FEMBAHASAN
Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dan lapangan serta pembahasan yang

mengaitkan temuan dengan teor dan metode vang digunakan.



BABV PENUTUP
Bub ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai responsivitas layanan
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